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ABSTRACT 

Peer conflicts in elementary schools negatively affect the school climate and student 
well-being, particularly in Eastern Indonesia where cultural complexity and 
institutional limitations exist. This study aims to explore teachers’ restorative justice 
practices in managing student conflicts, including conceptual understanding, 
mediation strategies, relationship-repair processes, and implementation challenges. 
The research used a qualitative approach with a single-case study design at SD 
Inpres 48, Sorong Regency. Data were collected through semi-structured in-depth 
interviews with one teacher and one student, classroom observation, and document 
analysis, then analyzed using Braun and Clarke’s thematic analysis model. The 
findings reveal three main results: first, the teacher holds a sound conceptual 
understanding of restorative justice as a restoration-based approach rather than a 
punitive one; second, the mediation strategies applied include emotion de-
escalation, structured bilateral dialogue, development of mutual agreements, and 
post-conflict monitoring, which effectively repaired relationships among students; 
third, implementation barriers such as limited time, students’ lack of readiness to 
engage in dialogue, and parental resistance can be managed adaptively, while local 
cultural values like musyawarah (deliberation) and togetherness serve as facilitating 
factors. This study recommends developing restorative justice training that 
integrates local cultural values and systematically involves parents in elementary 
schools in Eastern Indonesia. 

Keywords: restorative justice, peer conflict, empirical evidence 

ABSTRAK 

Konflik antar teman sebaya di sekolah dasar merupakan masalah yang berdampak 
negatif pada iklim sekolah dan kesejahteraan siswa, khususnya di wilayah 
Indonesia Timur yang memiliki kompleksitas budaya dan keterbatasan 
kelembagaan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi praktik restorative justice 
guru dalam mengelola konflik antar siswa, mencakup pemahaman konseptual, 
strategi mediasi, proses pemulihan hubungan, serta tantangan implementasinya. 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal 
di SD Inpres 48 Kabupaten Sorong. Data dikumpulkan melalui wawancara 
mendalam semi-terstruktur dengan satu guru dan satu siswa, observasi kelas, serta 
analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik model Braun 
dan Clarke. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: pertama, guru 
memiliki pemahaman konseptual yang solid tentang restorative justice sebagai 
pendekatan berbasis pemulihan, bukan hukuman; kedua, strategi mediasi yang 
diterapkan mencakup de-eskalasi emosi, dialog bilateral bergiliran, pembuatan 
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kesepakatan bersama, dan pemantauan pasca-konflik yang terbukti memperbaiki 
hubungan antar siswa; ketiga, hambatan implementasi berupa keterbatasan waktu, 
kurangnya kesiapan siswa berdialog, dan resistensi orang tua dapat diatasi secara 
adaptif, sementara nilai budaya lokal seperti musyawarah dan kebersamaan justru 
menjadi faktor fasilitasi. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan pelatihan 
restorative justice yang terintegrasi nilai budaya lokal serta pelibatan orang tua 
secara sistematis di sekolah dasar Indonesia Timur. 
 
Kata Kunci: Restorative justice, Konflik Antar Teman Sebaya, Bukti Empiris 
 
A. Pendahuluan  

Konflik antar teman sebaya 

merupakan fenomena universal yang 

terjadi di seluruh jenjang pendidikan, 

termasuk di sekolah dasar. Konflik 

semacam ini mencakup perselisihan 

verbal, agresi fisik, perebutan barang, 

hingga penolakan sosial yang 

berdampak negatif pada iklim sekolah 

dan kesejahteraan psikologis siswa 

(Cantera-Rios et al., 2024; Lodi et al., 

2022). Secara global, laporan 

UNESCO (2024) mengungkapkan 

bahwa lebih dari sepertiga siswa di 

seluruh dunia pernah mengalami 

perundungan di sekolah setiap 

bulannya, sementara lebih dari 36% 

siswa pernah terlibat dalam 

perkelahian fisik dengan teman 

sebaya. Data Programme for 

International Student Assessment 

(PISA) tahun 2022 juga mencatat 

bahwa sekitar satu dari sepuluh siswa 

di negara-negara OECD merasa tidak 

aman di lingkungan sekolah mereka 

(PISA, 2023). Kondisi ini 

menempatkan pengelolaan konflik 

antar siswa sebagai prioritas strategis 

dalam tata kelola pendidikan abad ke-

21. 

Di Indonesia, persoalan konflik 

dan kekerasan di lingkungan sekolah 

menunjukkan tren yang 

mengkhawatirkan. Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

mencatat 226 kasus kekerasan fisik 

dan emosional di sekolah pada tahun 

2022, belum termasuk kasus 

perundungan siber yang terus 

meningkat (KPAI, 2023). Fenomena 

ini tidak hanya terjadi di kota-kota 

besar, tetapi juga merambah wilayah-

wilayah di Indonesia Timur yang 

memiliki karakteristik sosial-budaya 

dan kelembagaan yang unik. Di 

wilayah seperti Papua, Maluku, dan 

Nusa Tenggara Timur, dinamika 

konflik antar siswa kerap dipengaruhi 

oleh faktor kesukuan, perbedaan latar 

belakang keluarga, serta lemahnya 

mekanisme penanganan konflik di 

tingkat sekolah (Ritiauw, 2022). 
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Kondisi ini menuntut pendekatan 

pengelolaan konflik yang kontekstual, 

humanis, dan berbasis pemulihan 

hubungan, bukan sekadar 

pendekatan punitif konvensional. 

Pendekatan disiplin 

konvensional yang berbasis hukuman 

(punitive approach) selama ini 

menjadi respons dominan dalam 

penanganan konflik di sekolah-

sekolah Indonesia. Guru cenderung 

menggunakan sanksi, teguran keras, 

atau bahkan hukuman fisik sebagai 

alat kontrol perilaku siswa. Namun, 

berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa pendekatan punitif justru 

memperburuk iklim sekolah, 

meningkatkan risiko putus sekolah, 

dan tidak mampu mengatasi akar 

permasalahan konflik secara 

substansial (Darling-Hammond, 2023; 

Cantera-Rios et al., 2024). Sejumlah 

studi bahkan mengidentifikasi bahwa 

pendekatan berbasis hukuman 

berkorelasi positif dengan 

peningkatan perilaku agresif dan 

penurunan rasa aman siswa di 

sekolah (Frontiers in Education, 

2025). Oleh karena itu, terdapat 

urgensi untuk beralih menuju 

pendekatan yang lebih restoratif 

dalam pengelolaan konflik di satuan 

pendidikan. 

Restorative justice (keadilan 

restoratif) hadir sebagai alternatif 

paradigmatik yang menggeser fokus 

dari pemberian hukuman kepada 

pemulihan hubungan dan rekonsiliasi 

antarpihak yang berkonflik. Konsep ini 

pertama kali berkembang dalam 

konteks sistem peradilan pidana, 

namun kemudian diadaptasi secara 

luas ke ranah pendidikan (Zehr, 2002; 

Kelly, 2021). Dalam konteks sekolah, 

restorative justice menekankan dialog 

restoratif, mediasi teman sebaya, 

lingkaran pemulihan (restorative 

circles), dan konferensi restoratif 

sebagai instrumen utama 

penyelesaian konflik (Lodi et al., 

2022). Praktik-praktik ini berorientasi 

pada pemulihan rasa aman, 

pembangunan empati, tanggung 

jawab bersama, serta rekonstruksi 

hubungan sosial yang rusak akibat 

konflik (Frontiers in Education, 2025). 

Guru berperan sentral sebagai 

fasilitator dalam proses ini, alih-alih 

sekadar hakim atau penegak aturan. 

Secara global, efektivitas praktik 

restorative justice di sekolah telah 

didukung oleh berbagai bukti empiris. 

Tinjauan sistematis Lodi et al. (2022) 

yang mencakup 34 artikel dari rentang 

2010–2021 menemukan bahwa 

pendekatan restoratif terbukti 
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mengurangi insiden kekerasan, 

memperbaiki iklim sekolah, 

meningkatkan keterampilan resolusi 

konflik siswa, serta memperkuat relasi 

positif antara guru dan siswa. Studi 

Darling-Hammond (2023) terhadap 

lebih dari 265.000 siswa sekolah 

menengah di California menunjukkan 

bahwa sekolah yang meningkatkan 

penggunaan praktik restoratif 

mengalami penurunan signifikan 

dalam kasus penangguhan siswa 

(suspension) dan peningkatan 

prestasi akademik. Sementara itu, 

Parker & Bickmore (2021) serta 

Dhaliwal et al. (2023) 

menggarisbawahi bahwa 

keberhasilan implementasi restorative 

justice sangat bergantung pada 

transformasi keyakinan dan kapasitas 

profesional guru sebagai agen 

perubahan budaya sekolah. 

Meskipun demikian, 

implementasi restorative justice di 

sekolah tidak lepas dari berbagai 

tantangan. Eksplorasi pengalaman 

guru dalam menerapkan praktik 

restoratif mengidentifikasi sejumlah 

hambatan, antara lain: keterbatasan 

pemahaman konseptual guru, 

minimnya pelatihan profesional, 

tekanan kurikulum yang padat, 

lemahnya dukungan kepemimpinan 

sekolah, serta resistensi budaya yang 

mengutamakan otoritas dan hukuman 

(Dhaliwal et al., 2023; Exploring 

Restorative Practices, 2024). Di 

konteks Indonesia Timur, hambatan 

ini diperparah oleh kondisi geografis 

terpencil, keterbatasan sumber daya 

institusional, serta kompleksitas 

budaya lokal yang memengaruhi 

persepsi guru dan siswa terhadap 

konsep keadilan dan penyelesaian 

konflik (Ritiauw, 2022; Cantera-Rios et 

al., 2024). Studi yang secara spesifik 

mengeksplorasi bagaimana guru 

sekolah dasar di wilayah ini 

menerapkan prinsip restorative justice 

dalam praktik nyata masih sangat 

terbatas. 

Tinjauan literatur menunjukkan 

bahwa sebagian besar penelitian 

tentang restorative justice di sekolah 

berfokus pada konteks negara-negara 

maju dengan kondisi kelembagaan 

dan sumber daya yang relatif 

memadai. Penelitian yang mengkaji 

praktik restorative justice di sekolah 

dasar wilayah Indonesia Timur, yang 

memiliki keunikan konteks budaya, 

sosial, dan kelembagaan, hampir tidak 

ditemukan. Padahal, wilayah ini 

menyimpan dinamika konflik antar 

siswa yang kompleks dan 

membutuhkan solusi pengelolaan 
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yang adaptif dan kontekstual. Studi-

studi yang ada pun umumnya 

berfokus pada dimensi hukum 

restorative justice, bukan pada 

dimensi pedagogis dan pengalaman 

praktis guru di lapangan (Parker & 

Bickmore, 2021; Dhaliwal et al., 2023). 

Dengan demikian, terdapat 

kesenjangan pengetahuan (research 

gap) yang signifikan mengenai 

bagaimana guru sekolah dasar di 

Indonesia Timur memahami dan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip 

restorative justice dalam mengelola 

konflik antar teman sebaya. 

Penelitian ini hadir untuk mengisi 

kesenjangan tersebut dengan 

mengeksplorasi secara mendalam 

praktik restorative justice guru dalam 

mengelola konflik antar teman sebaya 

di sekolah dasar wilayah Indonesia 

Timur. Kebaruan (novelty) penelitian 

ini terletak pada tiga aspek: pertama, 

fokus pada dimensi pedagogis dan 

pengalaman praktis guru bukan 

dimensi hukum dalam 

mengimplementasikan restorative 

justice; kedua, konteks geografis dan 

budaya spesifik Indonesia Timur yang 

belum pernah dieksplorasi secara 

empiris dalam kerangka restorative 

justice sekolah; dan ketiga, 

penggunaan pendekatan 

fenomenologi yang mampu 

menangkap kedalaman makna, 

strategi, tantangan, dan refleksi 

profesional guru secara autentik. Hasil 

penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi teoritis bagi pengembangan 

model pengelolaan konflik berbasis 

keadilan restoratif yang kontekstual, 

serta kontribusi praktis bagi 

perumusan kebijakan pendidikan 

karakter dan pembinaan kompetensi 

guru di wilayah Indonesia Timur. 

Berdasarkan uraian di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk: (1) 

mendeskripsikan bagaimana guru 

sekolah dasar menerapkan prinsip 

dan praktik restorative justice dalam 

mengelola konflik antar teman 

sebaya, mencakup pemahaman 

konseptual guru, strategi mediasi dan 

dialog restoratif, proses pemulihan 

hubungan antar siswa, serta peran 

guru sebagai fasilitator keadilan 

restoratif; dan (2) mengidentifikasi 

tantangan dan faktor kontekstual yang 

memengaruhi efektivitas praktik 

restorative justice dalam pengelolaan 

konflik antar siswa di sekolah dasar 

wilayah Indonesia Timur, meliputi 

hambatan budaya, sosial, dan 

kelembagaan, dukungan kebijakan 

sekolah, persepsi siswa terhadap 

pendekatan restoratif, serta refleksi 
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profesional guru terhadap praktik yang 

dilakukan.  

 

B. Metode Penelitian  
Pada Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan desain studi kasus tunggal 

(single case study) untuk 

mengeksplorasi secara mendalam 

praktik restorative justice guru dalam 

mengelola konflik antar teman sebaya 

di sekolah dasar (Creswell & Poth, 

2022). Desain studi kasus dipilih 

karena penelitian ini bertujuan 

memahami suatu fenomena sosial 

secara kontekstual dan holistik 

sebagaimana terjadi secara alamiah 

dalam praktik sehari-hari, tanpa 

melakukan manipulasi terhadap 

variabel apa pun. Fokus kasus dalam 

penelitian ini adalah praktik restorative 

justice yang diterapkan oleh seorang 

guru dalam menangani konflik antar 

siswa di satu sekolah dasar, 

mencakup pemahaman konseptual, 

strategi mediasi, proses pemulihan 

hubungan, serta tantangan dan faktor 

kontekstual yang memengaruhi 

implementasinya. 

Partisipan Partisipan penelitian 

ditentukan menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu pemilihan 

partisipan secara sengaja 

berdasarkan kriteria tertentu yang 

relevan dengan tujuan penelitian. 

Partisipan dalam penelitian ini terdiri 

atas satu guru kelas yang memiliki 

pengalaman langsung dalam 

menangani konflik antar siswa 

menggunakan pendekatan restoratif, 

serta siswa  yang pernah mengalami 

dan terlibat dalam proses mediasi 

restoratif yang difasilitasi oleh guru 

tersebut. Kedua partisipan dipilih 

karena dipandang mampu 

memberikan informasi yang kaya 

(information-rich) dan relevan untuk 

menjawab fokus penelitian, sejalan 

dengan karakteristik desain studi 

kasus tunggal yang mengutamakan 

kedalaman informasi dibandingkan 

keluasan cakupan responden. 

Analisis data menggunakan 

pendekatan analisis tematik (thematic 

analysis) model Braun dan Clarke 

(2021) yang terdiri dari enam fase: 

Tahap pertama adalah familiarisasi 

data (familiarization), yaitu membaca 

dan mendengarkan ulang seluruh 

transkrip wawancara serta catatan 

observasi secara berulang untuk 

memperoleh pemahaman 

menyeluruh. Tahap kedua adalah 

pengodean awal (initial coding), yakni 

mengidentifikasi dan memberi label 

pada unit data yang relevan dengan 
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fokus penelitian. Tahap ketiga adalah 

pencarian tema (searching for 

themes), yaitu mengelompokkan 

kode-kode yang memiliki keterkaitan 

makna menjadi kandidat tema. Tahap 

keempat adalah peninjauan tema 

(reviewing themes), yang dilakukan 

untuk memastikan koherensi internal 

setiap tema serta perbedaan yang 

jelas antartema. Tahap kelima adalah 

penamaan dan pendefinisian tema 

(defining and naming themes), yaitu 

merumuskan nama dan batasan tema 

secara spesifik. Tahap keenam 

adalah penyusunan laporan (writing 

up), yaitu menuliskan hasil analisis 

dalam bentuk narasi yang didukung 

kutipan data mentah dari partisipan. 

Penelitian ini tidak 

menggunakan uji statistik inferensial 

mengingat paradigmanya yang 

interpretatif-kualitatif; namun, 

frekuensi kemunculan tema dan pola 

perilaku dikuantifikasikan secara 

deskriptif sebagai data pendukung. 

Batasan metodologi utama adalah 

keterbatasan transferabilitas temuan 

pada konteks yang berbeda secara 

sosial-budaya, mengingat spesifisitas 

lokasi penelitian di sekolah Dasar 

Papua Barat Daya. 

 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Pemahaman Guru terhadap Konsep 
Restorative Justice 

Temuan pertama penelitian ini 

menunjukkan bahwa guru informan 

memiliki pemahaman konseptual yang 

baik terhadap pendekatan restorative 

justice. Guru mendeskripsikan 

restorative justice sebagai 

pendekatan yang berfokus pada 

pemulihan hubungan dan tanggung 

jawab, bukan pada pemberian 

hukuman. Sebagaimana dinyatakan 

dalam wawancara: 

“Restorative justice adalah 

pendekatan penyelesaian konflik 

siswa yang menekankan pemulihan 

hubungan dan tanggung jawab, bukan 

hukuman. Siswa diajak memahami 

kesalahan, meminta maaf, dan 

memperbaiki dampak perbuatannya 

saya pelajari ini dari kebijakan dan 

literatur pendidikan.” (Wawancara GT, 

24 April 2026) 

Guru juga mengungkapkan 

pandangannya tentang keunggulan 

pendekatan restorative justice 

dibandingkan dengan pendekatan 

punitif konvensional: 

“Sangat baik, karena dari 

pendekatan ini kita tidak hanya 

berpihak pada korban melainkan kita 

juga harus berpihak pada pelaku. 
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Dalam artian kita tidak 100% 

menyalahkan si pelaku melainkan 

melakukan restorative guna 

mengetahui masalah awal.” 

(Wawancara GT, 24 April 2026) 

Dari sisi siswa, konflik yang 

pernah dialami bermula dari 

perbuatan bercanda yang berlebihan 

di dalam kelas. Siswa 

mengungkapkan perasaannya saat 

konflik terjadi: 

“Pernah, penyebabnya bercanda 

dan terjadi di kelas. Waktu itu saya 

merasa marah.” (Wawancara GS, 24 

April 2026) 

 

Strategi Mediasi dan Proses 
Pemulihan Hubungan 

Temuan kedua penelitian ini 

berkaitan dengan strategi konkret 

yang diterapkan guru dalam proses 

mediasi dan pemulihan hubungan 

siswa. Guru menjelaskan langkah-

langkah penanganan konflik yang ia 

terapkan secara sistematis: 

“Saya menangani konflik dengan 

mendengarkan kedua pihak, 

memediasi dialog secara adil, 

membantu siswa menyadari 

kesalahan, membuat kesepakatan 

bersama, dan memantau agar konflik 

tidak terulang.” (Wawancara GT, 24 

April 2026) 

Dalam proses pelibatan kedua 

pihak, guru menjelaskan prosedur 

yang diterapkannya, termasuk 

kondisi-kondisi yang memerlukan 

pelibatan orang tua: 

“Ya, saya melibatkan kedua 

pihak. Prosesnya dengan 

mempertemukan siswa secara 

tenang, memberi kesempatan 

masing-masing menyampaikan 

pendapat, saling mendengarkan, lalu 

membuat kesepakatan damai yang 

disepakati bersama. Jika diperlukan, 

saya rasa harus melibatkan orang tua 

kalau kedua anak yang konflik ini tidak 

bisa diajak kerja sama oleh guru.” 

(Wawancara GT, 24 April 2026) 

Dalam hal teknik de-eskalasi 

emosi, guru mengungkapkan 

pendekatan yang digunakannya untuk 

menciptakan kondisi kondusif 

sebelum dialog dimulai: 

“Teknik yang digunakan untuk 

menenangkan siswa saat konflik yaitu 

menenangkan emosi terlebih dahulu, 

memisahkan sementara pihak yang 

bertikai, mengajak bernapas tenang, 

mendengarkan keluhan secara 

bergantian, dan berbicara dengan 

bahasa yang lembut dan tidak 

menghakimi.” (Wawancara GT, 24 

April 2026) 
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Untuk memastikan semua siswa 

merasa didengar, guru menerapkan 

aturan komunikasi yang terstruktur: 

“Untuk memastikan semua 

siswa merasa didengar, guru memberi 

kesempatan bicara secara bergiliran 

dan mendengarkan tanpa menyela. 

Aturan bicara yang digunakan antara 

lain berbicara satu per satu, saling 

menghormati, dan tidak menyalahkan 

pihak lain.” (Wawancara GT, 24 April 

2026) 

Mengenai kesepakatan dan 

pemulihan hubungan pasca-konflik, 

guru menyebutkan bentuk konkret 

tindakan restoratif yang dihasilkan: 

“Ya, ada. Contohnya siswa 

saling meminta maaf, berjanji tidak 

mengulangi perbuatan, dan 

melakukan tindakan pemulihan 

seperti bekerja sama kembali atau 

membantu teman yang dirugikan.” 

(Wawancara GT, 24 April 2026) 

Dari perspektif siswa, proses 

mediasi yang dilakukan guru 

dirasakan efektif dan adil. Siswa 

mengungkapkan pengalamannya 

saat ditangani oleh guru: 

“Pertama guru tegur, selanjutnya 

saya dan teman diajak bicara. 

Biasanya saya yang bicara dahulu 

dan guru mendengarkan. Habis itu 

ngobrol, terus kita disuruh minta 

maaf.” (Wawancara GS, 24 April 

2026) 

Siswa juga menilai bahwa cara 

guru menyelesaikan konflik terasa adil 

dan tidak memihak salah satu pihak: 

“Iya, karena guru tidak berat 

sebelah. Setelah konflik diselesaikan, 

hubungan saya dengan teman itu 

kembali baik.”( Wawancara GS, 24 

April 2026) 

Mengenai pembelajaran yang 

dipetik dari pengalaman konflik 

tersebut, siswa menyatakan: 

“Jangan bercanda berlebih yang 

menyakiti teman.”( Wawancara GS, 

24 April 2026) 

 

Dampak, Tantangan, dan Pengaruh 
Budaya Lokal 

Temuan ketiga penelitian ini 

menyoroti dampak positif restorative 

justice, tantangan implementasinya, 

serta pengaruh budaya lokal. Terkait 

dampak terhadap perilaku siswa, guru 

menyatakan: 

“Menurut saya, pendekatan ini 

memberi dampak positif terhadap 

perilaku siswa. Siswa menjadi lebih 

sadar akan kesalahan, belajar 

bertanggung jawab, dan mampu 

mengendalikan emosi. Konflik 

cenderung berkurang karena siswa 

terbiasa menyelesaikan masalah 
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melalui dialog dan saling 

menghargai.” (Wawancara GT, 24 

April 2026) 

Guru juga berbagi contoh nyata 

perbaikan hubungan antar siswa 

pasca implementasi restorative 

justice: 

“Ya, hubungan antar siswa 

menjadi lebih baik. Contohnya, 

setelah konflik karena saling 

mengejek, siswa dipertemukan untuk 

berdialog, saling menyampaikan 

perasaan, lalu meminta maaf. Setelah 

itu mereka kembali bekerja sama 

dalam tugas kelompok dan tidak 

mengulangi konflik yang sama.” 

(Wawancara GT, 24 April 2026) 

Dalam hal kendala 

implementasi, guru mengidentifikasi 

beberapa hambatan utama yang 

dihadapinya: 

“Kendala dalam menerapkan 

restorative justice di sekolah antara 

lain keterbatasan waktu guru, siswa 

yang belum terbiasa berdialog secara 

terbuka, serta kurangnya pemahaman 

orang tua yang masih menganggap 

hukuman sebagai solusi 

utama.”(Wawancara GT, 24 April 

2026) 

Untuk mengatasi kendala 

tersebut, guru menjelaskan strategi 

adaptifnya: 

“Kendala tersebut diatasi 

dengan memberi pembiasaan dialog 

kepada siswa, melakukan pendekatan 

bertahap, bekerja sama dengan orang 

tua, serta meningkatkan pemahaman 

guru melalui diskusi dan pelatihan 

tentang restorative justice.”( 

Wawancara GT, 24 April 2026) 

Terkait pengaruh budaya lokal 

dalam proses resolusi konflik, guru 

mengungkapkan bahwa nilai-nilai adat 

setempat justru menjadi faktor 

pendukung: 

“Ya, ada pengaruh budaya lokal. 

Nilai-nilai seperti saling menghormati, 

musyawarah, dan kebersamaan 

memengaruhi cara siswa 

menyelesaikan konflik, sehingga 

konflik lebih mudah diselesaikan 

melalui dialog dan kesepakatan 

bersama.”( Wawancara GT, 24 April 

2026) 

Guru juga mengungkapkan 

harapannya terhadap penguatan 

implementasi restorative justice ke 

depan: 

“Harapan saya, penerapan 

restorative justice di sekolah dasar 

dapat membentuk karakter siswa 

sejak dini, menumbuhkan sikap 

tanggung jawab, empati, dan saling 

menghargai, serta menciptakan 

lingkungan sekolah yang aman, 
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damai, dan kondusif untuk belajar.”( 

Wawancara GT, 24 April 2026) 

 

Pemahaman Guru dan Keunggulan 
Pendekatan Restoratif 

Temuan pertama penelitian ini 

menunjukkan bahwa guru memiliki 

pemahaman konseptual yang kuat 

tentang restorative justice sebagai 

pendekatan yang berorientasi pada 

pemulihan hubungan dan tanggung 

jawab, bukan hukuman. Pemahaman 

ini sejalan dengan definisi yang 

dirumuskan oleh Zehr (2015), yang 

menegaskan bahwa restorative justice 

menempatkan pemulihan sebagai 

tujuan utama, bukan retribusi. 

Pandangan guru yang tidak hanya 

membela korban tetapi juga berusaha 

memahami akar masalah dari sisi 

pelaku mencerminkan prinsip keadilan 

ganda (bilateral fairness) yang 

menjadi fondasi pendekatan restoratif 

(Kelly, 2021). 

Keunggulan pendekatan 

restoratif dibandingkan pendekatan 

punitif yang diungkapkan guru 

konsisten dengan berbagai temuan 

penelitian terkini. Darling-Hammond 

dan Gregory (2023) membuktikan 

bahwa sekolah yang mengganti 

pendekatan punitif dengan praktik 

restoratif mengalami penurunan 

signifikan dalam pelanggaran disiplin 

berulang dan peningkatan rasa aman 

siswa. Lodi et al. (2022) dalam 

tinjauan sistematis terhadap 34 studi 

menemukan bahwa restorative 

practice di sekolah secara konsisten 

meningkatkan iklim sekolah dan 

keterampilan resolusi konflik siswa, 

sembari mengurangi insidensi 

kekerasan fisik dan verbal. Fakta 

bahwa guru di konteks Papua Barat 

Daya telah mengadopsi perspektif 

konseptual yang selaras dengan 

literatur internasional ini merupakan 

temuan yang patut diapresiasi. 

Penting pula dicatat bahwa 

pemahaman guru tentang restorative 

justice tidak sekadar bersifat teoretis, 

melainkan telah diintegrasikan ke 

dalam praktik nyata sehari-hari. Hal ini 

berbeda dengan temuan Dhaliwal et 

al. (2023) yang menemukan bahwa 

banyak guru di sekolah-sekolah urban 

memiliki kesenjangan besar antara 

pemahaman konseptual dan 

implementasi aktual. Dalam konteks 

penelitian ini, guru telah berhasil 

mentransformasikan pemahaman 

konseptualnya menjadi serangkaian 

tindakan pedagogis yang konkret dan 

terstruktur, mulai dari penerimaan 

kedua belah pihak secara seimbang 
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hingga proses pengawalan 

kesepakatan pasca-konflik. 

Aspek penting lainnya dari 

temuan ini adalah posisi guru sebagai 

fasilitator, bukan hakim. Scholl (2024) 

menegaskan bahwa salah satu 

perbedaan mendasar antara 

restorative justice dan pendekatan 

punitif terletak pada peran fasilitator: 

dalam pendekatan restoratif, guru 

tidak memutuskan siapa yang benar 

atau salah, melainkan menciptakan 

ruang yang aman bagi semua pihak 

untuk mengekspresikan perspektif 

dan perasaan mereka. Posisi 

fasilitator yang diadopsi guru dalam 

penelitian ini selaras dengan prinsip 

ini dan mencerminkan kematangan 

profesional dalam memahami esensi 

keadilan restoratif sebagai proses 

yang memanusiakan semua pihak 

yang terlibat. 

Pemahaman guru tentang 

perlunya keseimbangan antara 

perspektif korban dan pelaku juga 

relevan dengan konteks budaya 

Papua Barat Daya. Rochaeti et al. 

(2023) menemukan bahwa dalam 

praktik hukum adat masyarakat 

Indonesia, termasuk di wilayah 

Papua, resolusi konflik secara 

tradisional juga tidak semata-mata 

berfokus pada hukuman pelaku, 

melainkan pada pemulihan harmoni 

komunal yang melibatkan semua 

pihak. Dengan demikian, pemahaman 

guru tentang restorative justice tidak 

hadir dalam ruang hampa budaya, 

melainkan memiliki resonansi yang 

kuat dengan nilai-nilai lokal yang 

sudah mengakar dalam kehidupan 

masyarakat setempat. 

Implikasi dari temuan ini adalah 

bahwa pemahaman guru yang baik 

tentang restorative justice merupakan 

prasyarat fundamental bagi 

keberhasilan implementasinya. Seo 

dan Kruis (2022) menegaskan bahwa 

sekolah-sekolah yang berhasil 

mengurangi kekerasan melalui 

pendekatan restoratif selalu ditandai 

oleh pemahaman konseptual yang 

mendalam dari para gurunya, bukan 

sekadar penguasaan prosedur teknis 

semata. Oleh karena itu, program 

pengembangan profesional guru di 

wilayah Indonesia Timur perlu 

dirancang tidak hanya untuk melatih 

keterampilan teknis mediasi, tetapi 

juga untuk membangun pemahaman 

filosofis yang kuat tentang keadilan 

restoratif sebagai paradigma yang 

berbeda secara fundamental dari 

pendekatan punitif konvensional. 
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Strategi Mediasi: Praktik Restoratif 
yang Komprehensif 

Temuan kedua menunjukkan 

bahwa strategi mediasi yang 

diterapkan guru mencakup seluruh 

komponen kunci praktik restoratif: de-

eskalasi emosi, dialog bilateral 

bergiliran, pembuatan kesepakatan 

bersama, dan pemantauan pasca-

konflik. Pola ini selaras dengan 

framework restorative practice yang 

dikemukakan oleh Kirkwood (2022), 

yang mengidentifikasi bahwa proses 

restoratif yang efektif selalu mencakup 

empat elemen: ekspresi perasaan, 

pertanggungjawaban, pemulihan, dan 

reintegrasi. Kesesuaian antara praktik 

guru dan framework teoritis ini 

menunjukkan bahwa implementasi 

restorative justice di SD Inpres 48 

bukan hanya bersifat intuitif, 

melainkan juga memiliki koherensi 

struktural dengan prinsip-prinsip 

ilmiah yang teruji. 

Teknik de-eskalasi emosi yang 

diterapkan guru — memisahkan pihak 

yang bertikai, mengajak bernapas 

tenang, dan menggunakan bahasa 

yang tidak menghakimi — 

mencerminkan praktik yang secara 

empiris terbukti efektif dalam 

menciptakan kondisi psikologis yang 

kondusif bagi dialog (Gregory et al., 

2024). Pendekatan ini sangat penting 

karena konflik yang tidak dikelola 

emosinya terlebih dahulu berisiko 

menghasilkan dialog yang justru 

memperparah luka dan memperdalam 

permusuhan. Frontiers in Education 

(2025) menegaskan bahwa fase de-

eskalasi emosi merupakan prasyarat 

mutlak bagi keberhasilan dialog 

restoratif, terutama pada siswa usia 

sekolah dasar yang belum 

sepenuhnya mampu mengelola emosi 

secara mandiri. 

Aturan bicara bergiliran yang 

diterapkan guru juga konsisten 

dengan temuan Parker dan Bickmore 

(2021) bahwa struktur percakapan 

yang jelas dalam restorative circle 

meningkatkan partisipasi siswa yang 

biasanya pasif dan memperkuat rasa 

keadilan prosedural. Pengakuan 

siswa bahwa proses mediasi terasa 

adil karena guru tidak berat sebelah 

merupakan indikator kualitas 

implementasi yang sangat berarti. 

Gregory et al. (2024) menemukan 

bahwa persepsi siswa terhadap 

keadilan prosedural — yaitu sejauh 

mana mereka merasa didengar dan 

diperlakukan setara — merupakan 

prediktor terkuat bagi keberlanjutan 

efek positif restorative practice dalam 

jangka panjang. 
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Praktik pelibatan orang tua saat 

konflik tidak dapat diselesaikan di 

tingkat kelas merupakan fitur yang 

membedakan guru ini dari praktik 

mediasi yang hanya berfokus pada 

interaksi guru-siswa semata. Dhaliwal 

et al. (2023) menegaskan bahwa 

keberhasilan restorative practice yang 

berkelanjutan membutuhkan 

ekosistem dukungan yang mencakup 

guru, orang tua, dan pihak sekolah 

secara bersamaan. Pelibatan orang 

tua tidak hanya memperkuat legitimasi 

proses mediasi di mata siswa, tetapi 

juga memastikan bahwa kesepakatan 

yang dibuat di sekolah mendapat 

dukungan dan pemantauan yang 

konsisten di lingkungan rumah. 

Zakszeski dan Rutherford (2021) 

menekankan bahwa keterlibatan 

multi-pihak merupakan karakteristik 

kunci dari implementasi restorative 

practice yang efektif dan 

berkesinambungan. 

Pembuatan kesepakatan 

bersama sebagai output konkret dari 

proses mediasi juga merupakan 

elemen penting yang membedakan 

pendekatan restoratif dari sekadar 

konseling individual. Kesepakatan 

yang dibuat bersama — saling 

meminta maaf, berjanji tidak 

mengulangi, dan bekerja sama 

kembali — mencerminkan prinsip 

akuntabilitas kolektif yang menjadi 

jantung dari restorative justice (Zehr, 

2015). Marder (2022) menegaskan 

bahwa kesepakatan yang dihasilkan 

secara partisipatif oleh semua pihak 

yang terlibat memiliki tingkat 

kepatuhan yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan sanksi yang ditetapkan 

secara sepihak oleh otoritas, karena 

kesepakatan partisipatif menyentuh 

dimensi tanggung jawab intrinsik, 

bukan sekadar kepatuhan ekstrinsik 

yang bersifat sementara. 

Pemantauan pasca-konflik yang 

dilakukan guru untuk memastikan 

konflik tidak terulang merupakan 

komponen yang sering terabaikan 

dalam implementasi restorative 

practice di lapangan, namun secara 

teoritis sangat krusial. Lodi et al. 

(2022) menemukan bahwa program 

restorative justice yang tidak disertai 

mekanisme pemantauan pasca-

intervensi memiliki tingkat rekurensi 

konflik yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan program yang 

melakukannya secara konsisten. 

Dalam konteks kelas dengan populasi 

siswa yang sama dan intensitas 

interaksi sosial yang tinggi seperti di 

sekolah dasar, pemantauan pasca-

konflik bukan sekadar formalitas 
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administratif, melainkan mekanisme 

perlindungan yang memastikan 

bahwa pemulihan hubungan 

berlangsung secara autentik dan 

berkelanjutan, bukan sekadar 

perdamaian yang bersifat permukaan 

belaka. 

Praktik pelibatan orang tua saat 

konflik tidak dapat diselesaikan di 

tingkat kelas mencerminkan 

pendekatan multi-level yang 

direkomendasikan dalam literatur. 

Dhaliwal et al. (2023) menegaskan 

bahwa keberhasilan restorative 

practice membutuhkan ekosistem 

dukungan yang mencakup guru, 

orang tua, dan pihak sekolah secara 

bersamaan. Perspektif siswa yang 

menilai proses mediasi sebagai adil 

dan tidak berat sebelah merupakan 

indikator kualitas implementasi yang 

penting — Gregory et al. (2024) 

menemukan bahwa persepsi siswa 

terhadap keadilan prosedural 

merupakan prediktor terkuat bagi 

keberlanjutan efek positif restorative 

practice. 

 

Tantangan, Budaya Lokal, dan 
Implikasi Kebijakan 

Temuan ketiga mengidentifikasi 

tiga hambatan utama dalam 

implementasi restorative justice: 

keterbatasan waktu guru, kurangnya 

kesiapan siswa untuk berdialog 

secara terbuka, dan resistensi orang 

tua terhadap pendekatan non-punitif. 

Hambatan-hambatan ini tidak 

merupakan temuan yang unik untuk 

konteks Sorong — Exploring 

Restorative Practices (2024) dan 

Dhaliwal et al. (2023) mengidentifikasi 

hambatan serupa dalam konteks 

sekolah di berbagai negara, termasuk 

Kanada, Amerika Serikat, dan 

Australia. Namun, hambatan 

resistensi orang tua dapat memiliki 

dimensi yang lebih kompleks di 

wilayah Papua Barat Daya, di mana 

norma otoritas tradisional dan 

ekspektasi hukuman fisik lebih kuat 

tertanam dalam budaya pengasuhan 

anak. 

Hambatan keterbatasan waktu 

yang dialami guru mencerminkan 

ketegangan struktural yang inheren 

antara tuntutan kurikulum dan 

kebutuhan proses restoratif yang 

membutuhkan waktu tidak sedikit. 

Parker dan Bickmore (2021) 

menemukan bahwa salah satu 

keluhan utama guru yang 

mengimplementasikan restorative 

circle adalah sulitnya 

mengintegrasikan proses mediasi 

yang memadai ke dalam jadwal 
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pembelajaran yang padat. Hambatan 

ini mengindikasikan perlunya 

dukungan institusional yang lebih 

sistematis, termasuk alokasi waktu 

khusus dalam jadwal sekolah untuk 

penanganan konflik, serta 

pengembangan protokol mediasi yang 

efisien tanpa mengorbankan kualitas 

proses restoratif yang sesungguhnya. 

Kurangnya kesiapan siswa untuk 

berdialog secara terbuka merupakan 

tantangan pedagogis yang 

membutuhkan pendekatan bertahap 

dan konsisten. Gee dan Ryan (2024) 

menemukan bahwa siswa sekolah 

dasar yang belum pernah terpapar 

praktik dialog restoratif cenderung 

kesulitan mengekspresikan perasaan 

mereka secara konstruktif dalam 

situasi konflik, karena keterampilan ini 

membutuhkan pembiasaan reguler, 

bukan hanya intervensi saat konflik 

terjadi. Respons guru dalam penelitian 

ini — dengan memberi pembiasaan 

dialog sejak dini dan melakukan 

pendekatan bertahap — selaras 

dengan rekomendasi Lodi et al. (2022) 

bahwa restorative practice yang paling 

efektif adalah yang diintegrasikan 

sebagai bagian dari rutinitas kelas 

sehari-hari, bukan hanya sebagai 

respons krisis semata. 

Menariknya, guru 

mengidentifikasi bahwa nilai-nilai 

budaya lokal seperti musyawarah, 

saling menghormati, dan 

kebersamaan justru menjadi 

katalisator yang memudahkan proses 

resolusi konflik restoratif. Temuan ini 

memiliki implikasi teoritis yang 

penting: tidak semua konteks budaya 

bersifat resisten terhadap pendekatan 

restoratif. Nilai-nilai adat Papua yang 

berorientasi pada harmoni komunal 

justru secara inheren kompatibel 

dengan filosofi restorative justice 

(Zehr, 2015; Kelly, 2021). Rochaeti et 

al. (2023) menemukan hal serupa 

dalam kajian mereka tentang praktik 

hukum adat masyarakat adat 

Indonesia — bahwa mekanisme 

resolusi konflik tradisional memiliki 

kesamaan struktural yang mendalam 

dengan prinsip-prinsip restorative 

justice modern. 

Integrasi antara prinsip 

restorative justice dan kearifan lokal 

ini membuka peluang penting untuk 

pengembangan model restorative 

justice yang kontekstualisasi budaya 

(culturally-responsive restorative 

justice) di sekolah dasar Indonesia 

Timur. Scholl (2024) menegaskan 

bahwa implementasi restorative 

justice yang paling berkelanjutan 
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adalah yang mampu berakar dalam 

nilai-nilai budaya komunitas setempat, 

bukan yang diimpor secara mekanis 

dari konteks budaya berbeda. Dengan 

demikian, nilai-nilai musyawarah dan 

kebersamaan yang melekat dalam 

budaya Papua bukan sekadar faktor 

kontekstual yang perlu diakomodasi, 

melainkan dapat menjadi fondasi 

budaya yang memperkuat dan 

memberi makna lokal pada praktik 

restorative justice di sekolah. 

Dampak positif restorative 

justice yang dilaporkan guru — 

peningkatan kesadaran diri siswa, 

berkurangnya konflik berulang, dan 

membaiknya hubungan antar siswa — 

konsisten dengan temuan Lodi et al. 

(2022) dan Gregory et al. (2024). 

Namun, penelitian ini mengakui 

keterbatasan metodologisnya: data 

bersumber dari satu guru dan satu 

siswa, sehingga transferabilitas 

temuan ke konteks sekolah lain perlu 

diverifikasi melalui penelitian multi-

sekolah berskala lebih besar. Oleh 

karena itu, penelitian ini 

merekomendasikan dua implikasi 

kebijakan utama: pertama, 

pengembangan program pelatihan 

restorative justice yang terstruktur dan 

berkelanjutan bagi guru sekolah dasar 

di wilayah Papua Barat Daya dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai budaya 

lokal; dan kedua, pelibatan orang tua 

secara sistematis melalui program 

sosialisasi yang dirancang secara 

kultural sensitif tentang keunggulan 

pendekatan restoratif dibandingkan 

pendekatan punitif dalam 

pembentukan karakter siswa jangka 

panjang. 

Dampak positif restorative 

justice yang dilaporkan guru — 

peningkatan kesadaran diri siswa, 

berkurangnya konflik berulang, dan 

membaik hubungan antar siswa — 

konsisten dengan temuan Lodi et al. 

(2022) dan Gregory et al. (2024). 

Namun, penelitian ini mengakui 

keterbatasan metodologisnya: data 

bersumber dari satu guru dan satu 

siswa, sehingga transferabilitas 

temuan ke konteks sekolah lain perlu 

diverifikasi melalui penelitian multi-

sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini 

merekomendasikan dua implikasi 

kebijakan utama: pertama, 

pengembangan program pelatihan 

restorative justice yang terstruktur dan 

berkelanjutan bagi guru sekolah dasar 

di wilayah Papua Barat Daya; dan 

kedua, pelibatan orang tua secara 

sistematis melalui program sosialisasi 

tentang keunggulan pendekatan 
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restoratif dibandingkan pendekatan 

punitif. 

 
D. Kesimpulan 

Penelitian ini berhasil 

mengungkap bahwa guru di SD Inpres 

48 Kabupaten Sorong telah 

mengimplementasikan prinsip-prinsip 

restorative justice secara nyata dan 

holistik dalam pengelolaan konflik 

antar teman sebaya, meskipun tanpa 

pelatihan formal yang terstruktur. Tiga 

temuan utama penelitian ini adalah: 

pertama, guru memiliki pemahaman 

konseptual yang solid tentang 

restorative justice sebagai 

pendekatan berbasis pemulihan yang 

melampaui paradigma punitif; kedua, 

strategi mediasi yang diterapkan guru 

mencakup seluruh komponen kunci 

praktik restoratif de-eskalasi emosi, 

dialog bilateral bergiliran, pembuatan 

kesepakatan bersama, dan 

pemantauan pasca-konflik yang 

menghasilkan perbaikan hubungan 

antar siswa yang signifikan menurut 

pengakuan kedua belah pihak; dan 

ketiga, hambatan implementasi 

bersifat universal namun dapat diatasi 

secara adaptif, sementara nilai-nilai 

budaya lokal Papua seperti 

musyawarah dan kebersamaan justru 

menjadi faktor fasilitasi yang 

memperkuat proses restoratif. 
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